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A. Pengertian dan Sejarah Masyarakat Hukum Adat

Dalam berbagai kesempatan pertemuan soal masyarakat hukum
adat, persoalan defenisi termasuk hal yang menonjol untuk dibahas.
Beberapa pendapat tidak mempermasalahkan dengan dua istilah
apakah akan memakai “masyarakat adat atau masyarakat hukum adat”.
Di Indonesia sendiri terdapat berbagai istilah yang merujuk pada kategori
“‘masyarakat adat”. Istilah yang dipakai bermula dari istilah bumi putera,
masyarakat asli, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan
masyarakat hukum adat, masyarakat suku terasing, komunitas adat
terpencil, dan masyarakat tradisional. Berbagai istilah yang
berkonsekwensi pada perbedaan unsur keberadaan masyarakat adat
menunjukkan belum adanya suatu kesepahaman tentang defenisi
masyarakat adat Indonesia.

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang
tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar
hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik -
akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim
diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang
mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.30

Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari indigeneous
people. lIstilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam
sejumlah kesepakatan internasional, yaitu : Convention of International
Labor Organixation Concerning Indigeneous and Tribal People in
Independent Countries (1989), Deklarasi Cari- Oca tentang Hak-Hak
Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janairo (1992),
Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chianmai
(1993), De Vienna Declaration and Programme Action yang dirumuskan
oleh United Nations World Conference on Human Rights (1993).
Sekarang istilah indigenous people semakin resmi penggunaannya
dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat



(United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People) pada
tahun 2007.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat
harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat
adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu
dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan
pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup
dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan
tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga
kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan
(sistem) hukum dan pemerintahan. Dalam modul ini, masyarakat adat
disamakan artinya dengan pengertian masyarakat hukum adat,
sebagaimana lazimnya ditemukan dalam peraturan perundang-
undangan.

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan -
kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing -
masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat
adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai
kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-
penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai
kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak.

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan
oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius
van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat
hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut,
masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur,
menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan
mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun
yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing
mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar
menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu
mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan
yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri
dari ikatan itu untuk selama — lamanya.

Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN
merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang
terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu
persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar
keturunan Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan
persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang
bersifat territorial dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan
para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan
masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah
masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota - anggota



masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam

kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani

sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat
geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana
para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu
leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau
pertalian adat.

Definisi lain tentang masyarakat adat juga dikemukakan oleh
Maria Rita Ruwiastuti, bahwa masyarakat adalah kelompok masyarakat
yang leluhurnya merupakan orang — orang pemula di tempat itu, yang
hubungannya dengan sumber — sumber agraria diatur oleh hukum adat
setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber — sumber agraria selain
merupakan sumber ekonomi, juga adalah perpangkalan budaya. Artinya,
kalau sumber — sumber tersebut lenyap (atau berpindah penguasaan
kepada kelompok lain), maka yang ikut lenyap bukan saja kekuatan
ekonomi mereka, melainkan juga identitas kultural.

H.M. Koesnoe menyatakan bahwa masyarakat adat hendaknya
memperhatikan hal — hal yang menjadi pertanyaan yang jawabannya
akan menjadi kriteria ada atau tidaknya masyarakat hukum adat sebagai
berikut :

1. Apakah dalam territori yang bersangkutan ada kelompok yang
merupakan satu kesatuan yang terorganisir. menyatakan bahwa
masyarakat adat hendaknya memperhatikan hal — hal yang menjadi
pertanyaan yang jawabannya akan menjadi kriteria ada atau tidaknya
masyarakat hukum adat sebagai berikut :

2. Sebagai kelompok yang demikian apakah organisasinya itu diurus
oleh pengurus yang ditaati oleh para anggotanya.

3. Sejak kapankah kelompok itu ada dalam lingkungan tanah yang
bersangkutan (seperti sudah berapa generasi)

4. Apakah kelompok itu mengakui suatu tradisi yang hegemony dalam
kehidupannya sehingga kelompok itu dapat dikatakan sebagai satu
persekutuan hukum.

5. Bagaimana menurut tradisinya asal — usul kelompok itu sehingga
merupakan satu kesatuan dalam lingkungan tanahnya.

Pengertian masyarakat adat secara konkrit dituangkan dalam
Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat yang
diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional diatur bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok
orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama
suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas
dasar keturunan.



Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di
kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta
kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya
kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum
adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya
merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara
kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu
budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan
yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah
ulayat. Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi
etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan
tradisional, baik yang berukuran lokal maupun berukuran regional.

Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri
sejak dahulu hingga saat ini. Ada beragam istilah yang digunakan,
bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan
berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir
sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat,
kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas
adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa
atau nama lainnya.

Selanjutnya dalam Penjelasan Bab VI UUD NRI Tahun 1945
dinyatakan bahwa dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia
terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landschappen dan
volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.
Persekutuan hukum adat di Aceh disebut dengan gampong. Daerah —
daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenaya dapat dianggap
sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia
menghormati kedudukan daerah — daerah istimewa tersebut dan segala
peraturan negara mengeanai daerah — daerah itu akan mengingat hak —
hak asal usul daerah tersebut.

Keberadaan wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia
dinyatakan dalam beberapa pustaka antara lain : Menurut hasil
penelitian yang dilakukan oleh van Vollenhoven yang dilakukan antara
tahun 1906 sampai dengan tahun 1918. Dalam karyanya Adatrecht van
Nederlandsch-Indie, van Vollenhoven menyimpulkan bahwa di wilayah
nusantara terdapat 19 wilayah hukum adat, yaitu daerah (1) Aceh
meliputi; Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Siemelu. (2) Gayo, Alas,
Batak, meliputi; Gayo luwes, Tanah Alas, Tanah Batak; Tapanuli Utara
(Batak Pak-pak/Barus, Batak Karo, Batak Simalungun, dan Batak Toba),
Tapanuli Selatan (Padang Lawas, Angkola, Mandailing) dan Nias. (3)
Minangkabau (Padang Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Tanah
Kampar, dan Korintji, dan Mentawai. (4) Sumatera Selatan meliputi;



Bengkulu (Redjang), Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang,
Gedongtataan, Tulang Bawang), Palembang (Anak Lakitan, Djelma
Daja, Kubu, Pasemah, Samendo), Djambi (Batin dan Penghulu). (5)
Melayu, meliputi; Lingga Riau, Indragiri, Sumatera Timur. (6) Bangka,
Belitung, (7) Kalimantan, meliputi; Dayak, Kapuas Hulu, Mahakam Hulu,
Pasir, Dayak Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tajan,
Dayak Lawangan, Lepo-Alim, Lepo-Timai, Long Glat, Dayak Maanjai
Patai, Dayak Maanjai Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot-Danum, Dayak
Penyabung Punan. (8) Minahasa, Manado. (9) Gorontalo, meliputi;
Bolaang, Mongondow, Boalemo. (10) Tana Toraja, meliputi; Toraja,
Toraja Baree. Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To Mori, To
Lainang, Kepulauan Banggai (11) Sulawesi Selatan, meliputi; Bugis,
Bone, Gowa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Salaisar, Muna. (12)
Kepulauan Ternate, meliputi; Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo,
Kepulauan Sula. (13) Maluku, Ambon, meliputi; Ambon, Hitu, Banda,
Kepulauan Uliaasar, Saparna, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan
Aru, Kisar. (14) Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, meliputi; Kepulauan
Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba
Timor, Kodi, Flores, Ngada, Rote, Savu, Bima. (16) Bali dan Lombok,
meliputi; Tanganan Pagringsingan, Kastala, Karangasem, Buleleng.
Djembrana, Lombok, Sumbawa. (17) Jawa Tengah, Jawa Timur,
Madura, meliputi; Jawa Tengah, Kedu, Purwokerto, Tulungagung, Jawa
Timur, Surabaya, Madura. (18) Daerah kerajaan (Solo dan Yogyakarta).
(19) Jawa Barat, meliputi; Priangan Sunda, Jakarta dan Banten.

Di Provinsi Lampung saja, misalnya, terdapat sebanyak 76
kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut marga. Keberadaan
marga — marga tersebut diakui oleh Gubernur melalui SK No.
G/362/B.1II/IHK/96. Dasar keputusan Gubernur Lampung dalam
mengesahkan 76 masyarakat hukum adat di Lampung adalah hasil —
hasil penelitian pakar — pakar dalam adat dan kebudayaan Lampung.

Sedangkan di Provinsi NAD, jika mukim dan gampong
dikategorikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, maka pada
tahun 2006 terdapat 669 mukim dan 5958 gampong Aceh. Dalam
Rangka 2006, kerjasama BPS dan BAPPEDA NAD, Banda Aceh, 2007,
him. 13. Keberadaan mukim dan gampong sebagai kesatuan
masyarakat hukum adat, telah di tetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 4
Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi NAD dan
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong
dalam Provinsi NAD.

Berdasarkan pendapat pakar hukum adat tersebut maka akan
dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut47
1. Terdapat masyarakat yang teratur; :

2. Menempati suatu tempat tertentu;
3. Ada kelembagaan;



4. Memiliki kekayaan bersama,;

5. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan atau
berdasarkan lingkungan daerah;

6. Hidup secara komunal dan gotong royong.

Pada masyarakat hukum adat, untuk mewujudkan kesejahteraan
itu maka dalam masyarakat hukum tersebut harus memiliki struktur
pemerintahan atau kepemimpinan. Dalam hal ini mempunyai kedaulatan
penuh (soverign) atas wilayah kekuasaannya (tanah ulayat) dan melalui
ketua adat juga mempunyai kewenangan (authority) penuh untuk
mengelola, mengatur dan menata hubungan- hubungan antara warga
dengan alam sekitar, hal ini tentunya bertujuan untuk mencari
keseimbangan hubungan sehingga kedamaian dan kesejahteraan yang
menjadi tujuan tersebut terwujud.

Di Indonesia, menurut Sandra Moniaga, kita seharusnya merasa
beruntung dengan adanya masyarakat —masyarakat adat yang
jumlahnya lebih dari seribu komunitas. Keberadaan mereka merupakan
suatu kekayaan bangsa, karena ada lebih dari seribu ragam ilmu
pengetahuan yang telah mereka kembangkan. Dan, ada lebih dari seribu
bahasa yang telah dimanfaatkan dan dapat membantu pengembangan
khasanah Bahasa Indonesia dan masih banyak lagi hal — hak lain yang
mereka sumbangkan.

B. Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat

Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menurut Komisi
Hak Asasi Manusia dan Konvensi International Labour Organization
(ILO) Tahun 1986 meliputi50
Hak untuk menentukan nasib sendiri; :
Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi;
Hak atas pendidikan;
Hak atas pekerjaan;
Hak anak;
Hak pekerja;
Hak minoritas dan masyarakat hukum adat;
. Hak atas tanah;
10.Hak atas persamaan;
11.Hak atas perlindungan lingkungan;
12.Hak atas administrasi pemerintahan yang baik;
13.Hak atas penegakan hukum yang adil.

©CoNoh,swNE

Hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu hak
paling penting bagi masyarakat adat sebab keberadaan hak tersebut



menjadi salah satu ukuran keberadaaan suatu komunitas masyarakat
adat. Oleh karena itu, di dalam deklarasi PBB tentang hak-hak
masyarakat adat, persoalan hak atas tanah dan sumber daya alam ini
diatur :

Pasal 26 ayat (1) “Mayarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah,
wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau
duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah
dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah
didapatkan (Pasal 26 ayat 1 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat
Adat)”.

Pasal 26 ayat (2) “Mayarakat adat memiliki hak yang
berhubungan dengan masyarakat adat, setidaknya ada empat hak
masyarakat adat yang paling sering disuarakan, antara lain untuk
memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah,
wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka atas dasar
kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara
tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya
sumber daya yang dimiliki dengan cara lain (Pasal 26 ayat 2 Deklarasi
PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat)”

Mengenai  fungsi  hak-hak tradisional H.M. Koesnoe
mengemukakan terdapat empat fungsi yang berkaitan dengan hak-hak
tradisional dalam persekutuan masyarakat hukum pedesan (adat)
berkenaan dengan menjaga tata harmoni antara masyarakat dengan tata
semesta meliputi : Fungsi pemerintahan, Fungsi pemeliharaan roh,
Fungsi pemeliharaan agama, dan Fungsi pembinaan hukum adat.52

. Prinsip yang Konstitusi tidak menjelaskan hak-hak apa saja yang
harus dipenuhi negara terhadap masyarakat adat. Di dalam konstitusi
hak tersebut diistilahkan dengan hak-hak tradisional masyarakat hukum
adat. Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memadai untuk
menjelaskan apa saja yang digolongkan menjadi hak-hak tradisional
masyarakat hukum adat. Diseluruh peraturan perundang-undang yang
ada hanya menyalin saja rumusan hak-hak tradisional masyarakat
hukum adat di dalam konstitusi tanpa memberikan penjelasan.

Mahyuni berpendapat hak-hak tradisional adalah hak-hak yang
tercipta dari, oleh dan untuk masyarakat dalam lingkup dan batas
kehidupan masyarakat yang bersangkutan sebagai warisan dari para
leluhur mereka guna mempertahankan kehidupan secara alami dan
berkesinambungan terkandung di dalam hak-hak tradisional dimaksud
adalah hak untuk mempertahankan hidup secara biologis, sosial, nilai-
nilai budaya maupun kepercayaan mereka.53 Sedangkan Mahkamah
Konstitusi memberikan pengertian hak-hak tradisional sebagai hak-hak
khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas
masyarakat atas adanya kesamaan asal — usul (geneologis), kesamaan



wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai,
hutan dan dipraktekan dalam masyarakatnya.

C. Wilayah Masyarakat Adat

Keberadaan wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia
dinyatakan dalam beberapa pustaka antara lain:

1. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, jauh
sebelum kemerdekaan di wilayah nusantara terdapat 19 wilayah hukum
adat.

2. Dalam penjelasan Bab VI UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam teritori
Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbestuurende land-schappen
dan Volksgemeen-schappen, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di
Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya.
Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat
dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

3. Di Provinsi Lampung, terdapat sebanyak 76 kesatuan masyarakat
hukum adat yang disebut Marga. Keberadaan marga-marga tersebut
diakui oleh Gubernur melalui SK No. G/362/B.II/HK/96. Dasar
keputusan Gubernur Lampung dalam mengesahkan 76 masyarakat
hukum adat di Lampung adalah hasil-hasil penelitian pakar-pakar dalam
adat dan kebudayaan Lampung yang masih dapat dipertanyakan
kembali kebenarannya.

Dari keterangan di atas diketahui bahwa masyarakat adat di
Indonesia memang benar-benar ada dan hidup. Terdapat perbedaan
tentang jumlah masyakarat adat di Indonesia. Dari 3 contoh diatas dapat
dilihat bahwa informasi yang disajikan pada awal abad ke 19 oleh peneliti
Belanda merupakan informasi yang sangat umum tentang keberadaan
masyarakat adat di Indonesia, demikian pula dalam Undang-undang dasar
1945 (pasal 18 sebelum diamandemen) menyatakan keberadaan kurang
lebih 250 Zelfbestuurende land-schappen yang merupakan wilayah-wilayah
kesultanan/kerajaan yang bersifat otonom (daerah swapraja).

Pada tahun 1996 melalui survey yang dilakukan oleh para
budayawan, di Propinsi Lampung saja terdapat 76 masyarakat hukum adat.
Angka inipun kalau lebih dalam dikaji masih dimungkinkan terdapatnya
masyarakat hukum adat lain di Propinsi Lampung. Dapat di tarik suatu
kesimpulan bahwa jumlah masyarakat hukum adat di Indonesia sangat
beragam dan data keberadaan masyarakat adat secara nasional tidak
dapat dipakai kecuali melalui proses kajian yang mendalam di tiap-tiap
daerah.

Menurut rumusan Ter Haar masyarakat hukum adat adalah
kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu,



mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik
berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota
kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai
hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para
anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan
ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti

melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Selanjutnya secara internasional Konvesi ILO 169 tahun 1989
merumuskan
masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam dinegara-negara yang
merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan
mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan
statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi
masyarakat adat tersebut atau dengan hukum
dan peraturan khusus.

Sedangkan Masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat
sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-
temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai,
ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas.

Pada masyarakat adat dan masyarakat pendatang lama yang telah
hidup bergenerasi-generasi, melihat bahwa dirinya merupakan bagian
dalam lingkungan sehingga intinya merupakan lingkungan itu sendiri.
Lingkungan tidak lagi dilihat hanya sebagai sumber daya tetapi dilihat
sebagai suatu lingkungan yang terbatas. Nilai dan norma yang berlaku di
masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman hidupnya berinteraksi
dengan lingkungannya. Paradigma ini disebut Society in Self (Lingkungan
di dalam Diri Sendiri).

Pada masyarakat modern pada umumnya diperkotaan yang sedang
berubah terutama dengan perkembangan informasi manusia merubah
persepsinya terhadap lingkungannya. Paradigma ini  banyak
mempertanyakan kembali hubungannya dengan lingkungan demikian pula
manusia mempertanyakan kembali nilai dan norma yang berlaku di
masyarakat, sehingga terdapat jarak antara dirinya dan lingkungan.
Paradigma ini dikenal dengan Self versus Society (Diri Sendiri terhadap
Lingkungan).

Memilih arah kehidupannya termasuk paradigma mana yang dipilih
merupakan hak dasar dari setiap manuasia. Demikian pula masyarakat
adat, mempunyai keleluasaan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai dan
norma yang ada, mengembangkannya atau bahkan meninggalkannya
sama sekali.

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang
bersifat otonom dimana mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum,
politik, ekonomi dsb) dan selain itu bersifat otohton yaitu suatu kesatuan



masyarakat adat yang lahir/dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan
dibentuk oleh kekuatan lain misal kesatuan desa dengan LKMDnya.
Kehidupan komunitas-komunitas masyarakat adat kini tidak sepenuhnya
otonom dan terlepas dari proses pengintegrasian ke dalam kesatuan
organisasi kehidupan negara bangsa yang berskala besar dan berformat
nasional. Sehingga rumusan-rumusan mengenai Masyarakat Adat yang
dibuat pada masa sebelum kemerdekaan cenderung kaku dalam kondisi
masyarakat adat yang statis tanpa tekanan perubahan, sedangkan
rumusan tentang masyarakat adat yang dibuat setelah kemerdekaan lebih
bersifat dinamis melihat kenyataan masyarakat adat saat ini dalam tekanan
perubahan.

Menurut Maria Sumardjono (1999), kriteria penentu masih ada atau
tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut
adalah:

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu
sebagai subyek hak ulayat,

2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum
(ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat;

3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan
tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber
daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum.

Persyaratan tersebut diatas tidak perlu dipenuhi secara kumulatif,
hal itu merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya
alam di kalangan masyarakat adat tersebut masih ada. Kriteria ini
diharapkan bukan menjadi pembatas suatu komunitas dikatakan bukan
masyarakat adat, tapi mebantu para pengambil keputusan untuk menerima
keberadaan suatu masyarakat adat.

Dapat dipertegas kembali mengenai kriteria Masyarakat Adat
sebagai Subjek Hukum, Objek Hukum dan Wewenang Masyarakat Adat
sebagai-berikut:

Subyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) dalam per
Undang-undangan nasional yang digunakan adalah masyarakat hukum
adat . Masyarakat hukum adat hukum adat di Indonesia merupakan
masyarakat atas kesamaan tertorial (wilayah), Genealogis (keturunan), dan
teritorial-genealogis (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman
bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) adalah
tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang, sedangkan dalam Undang-
undang Braja Nanti Kerajaan Kutai Kartanegara secara jelas dikatakan
termasuk mineral sebagai hak adat. Wilayah mempunyai batas-batas yang
jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan)
maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar). Mengatur dan



menetukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-
transaksi mengenai mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan
kelembagaan adat.

Wewenang masyarakat adat tidak sekedar atas obyek tanah, tetapi
juga atas obyek-obyek sumber daya alam lainnya yaitu semua yang ada di
atas tanah (pepohonan, binatang, bebatuan yang memiliki makna
ekonomis); didalam tanah bahan-bahan galian), dan juga sepanjang pesisir
pantai, juga diatas permukaan air, di dalam air maupun bagian tanah yang
berada didalamnya.

Pada masa penjajahan Belanda, banyak dibuat perjanjian dengan
raja-raja atau penduduk setempat yang pada hakekatnya menegasikan
secara sistematis hak-hak masyarakat adat atas sumber —sumber daya
alam mereka. Walupun demikian masih banyak juga tantangan atas
keberatan hal tersebut, sehingga Pemerintah Hindia Belanda
mengeluarkan kebijaksanan yang dikenal dengan nama Pernyataan
Domein (Domein Verklaring) untuk membedakan mana obyek sumber daya
alam tanah yang akan dihaki oleh Negara dan mana yang akan tetap
berada dalam tangan Masyarakat Adat dikenal dengan sebutan vrij lands
domein dan onvrij lands domein. Akan tetapi sampai akhir pendudukan
Belanda di Indonesia, tidak semua wilayah Indonesia jatuh kedalam
jurisdiksi Belanda. Untuk wilayah-wilayah yang tidak tunduk kepada
pendudukan Belanda, Domein Verklaring tidak dapat digunakan. Yang
digunakan adalah Korte Verklaring atau kesepahaman antar dua negara.
Sehingga pada saat penyerahaan kekuasaan Belanda, tidak semua
wilayah Jajahan Belanda yang dinyatakan sebagai tanah Negara (diluar
Privat) secara otomatis menjadi Tanah Negara. Status tanah dari setiap
wilayah di Indonesia perlu diklarifikasikan dahulu melalui dokumen serah
terima kekuasaan.

D. Lingkungan Hukum Adat Menurut Cornelis Van Vollenhoven
Van Vollehhoven mengadakan analisa terhadap cirri-ciri khusus

yang berlaku di setiap lingkungan hukum adat. Ciri-ciri tersebut kemudian
diujikan terhadap sistem-sistem hukum adat yang terdapat pada
masyarakat-masyarakat di daerah-daerah yang semula diidentifikasikan
sebagi tempat-tempat yang secara hipotesis diberi nama lingkungan hukum
adat, sehingga menhasilkan lingkungan-lingkungan sebagai berikut:
1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeulue)
2. Tanah Gayo, Alas, dan Batak

a. Tanah Gayo (Gayo Lueus)

b. Tanah Als

c. Tanah Batak (Tapanuli)

1). Tapanuli Utara
a). Pakpak- Batak (Barus)



b). Karo-Batak

c). Simelungun-Batak

d). Toba-Batak (Samosir, Balige,Laguboti, Sumban Julu)
2). Tapanuli Selatan

a). Padanglawas (Tano Sapanjang)

b). Angkola

). Mandaiiling (Sayurmatinggi)
3). Nias (Nias Saelatan)

3. Daerah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota,
Daerah Kampar, Kerinci)

a. Mentawai (Orang Pagai)

4. Sumatera Selatan
a. Bengkulu (Rejang)

b. Lampung (Abung, Peminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan,
Tulangbawang)
c. Palembang (Anak-Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)
4a. Enggano
5. Daerah Melayu (Lingga Riau, Indragiri, Pantai Timur Sumatera, orang-
orang Banjar)
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan (Daya, Bagian Barat Kalimantan, Kapuas Hulu, Kalimantan
Tenggara, Mahakam Hulu, Pasir, Daya Kenya, Daya Klematan, Daya
Landan dan Tayan, Daya-Lawangan, Lepo-Alim, Lepo-Timei, Long glatt,
Daya-maanyan-Patai, Daya Maanyan- Siung, Daya-Ngaju, Daya-Oto-
Danum, Daya-Penyabung Punan).
8. Minahasa (Menado)
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)
10. Daerah/Tanah Toraja (Sulawesi bagian tengah, Toraja, orang Toraja
berbahasa Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To
Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai).
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar,
Makasar, Selayar, Muna).
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Pulau Sula)
13. Maluku-ambon (Ambon, Banda, orang Uliaser,Saparua, Buru, Seram,
Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar)

14. Irian

15. Kepulauan Timor (Kelompok Timor-Timur, bagian tengah Timor, Mollo,
Sumba, bagian tengah Sumba, Sumba Timur, Kodi Flores, Ngada,
Roti. Savu Bima)

16 Bali dan Lombok (Bali, Tanganan Pagringsingan, Kastala,
Karangasem,Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa)

17. Bagian Tengah Jawa dan Jawa Timur termasuk Madura ( Jawa bagian
tengah, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)

18. Daerah Kerajaan (Solo, Yogyakarta)



19. Jawa Barat (Parahianagan, Tanah Sunda, Jakarta, Banten.)

. Faktor Teritorial (territorial constitution)

Faktor terikat pada suatu daerah tertentu, dimana merupakan faktor
yang mempunyai peranan yang terpenting. Masyarakat hukum atau
persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan
teratur yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman
tertentu, baik dalam kaitan dengan duniawi maupun dalam kaitannya
dengan rohani / roh-roh leluhur. Bila ada anggota masyarakat yang
merantau hanya untuk waktu sementara, maka masih tetap merupakan
anggota kesatuan territorial itu.

Menurut Van Dijk, Persekutuan Hukum Teritorial dapat dibedakan menjadi:
1. Persekutuan Desa.
Merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya
sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya yang
tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.

Masyarakat hukum Desa (Persekutuan Desa), yaitu sekumpulan orang
yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup dan
sistem kepercayaan yang sama, yang menetap pada tempat bersama.
Anggota persekutuan ini tidak harus berkerabat.

2. Persekutuan Daerah.
Merupakan suatu daerah kediaman bersama dan menguasai hak ulayat
bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu
pusat pemerintahan.

Masyarakat hukum Wilayah (Persekutuan Daerah), yaitu kesatuan
sosial teritorial yang melindungi beberapa masyarakat hukum desa
yang masing-masing tetap merupakan kesatuan yang berdiri sendiri.

Persekutuan Daerah -> seperti kesatuan masyarakat “Nagari’ di
Minangkabau, “Marga” di Sumatera Selatan & Lampung.

3. Perserikatan Desa.
Bila di beberapa desa atau marga yang letaknya berdampingan yang
masing-masing berdiri sendiri kemudian mengadakan perjanjian
kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama seperti pertahanan,
ekonomi, pertanian. Misalnya di Lampung ada Perserikatan Marga
Empat Tulangbawang yang terdiri dari Marga adat Buway Bolan,
Tegamo’an, Sumway Umpu dan Buway Aji.



F. Faktor genealogis (tribal constitution),

Faktor yang melandaskan kepada pertalian darah suatu keturunan,
dalam kenyataannya tidak menduduki peranan yang penting dalam
timbulnya suatu persekutuan hukum.

Masyarakat / Persekutuan Hukum Genealogis adalah suatu
kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada
suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung
maupun secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian
adat.

Susunan Persekutuan Hidup dari faktor Genealogis adalah sebagai berikut:
Bersifat Genealogis (keturunan / kekerabatan), yaitu:

a. Patrilineal, yaitu sistem kekerabatan dengan pertalian keturunan
menurut garis laki-laki / bapak. Contoh di Batak, Bali dan Ambon.
Patrilinial, susunan masyarakat ditarik menurut garis keturunan
bapak / lelaki. Contohnya di Batak, mudah kita kenali dari nama
marganya seperti Situmorang, Sinaga, Nainggolan, Simatupang,
Aritonang, Siregar, disb.

b. Matrilineal, yaitu sistem kekerabatan dengan pertalian keturunan
menurut garis perempuan / ibu. Contoh di Minangkabau, Kerinci dan
Semendo di Sumatera Selatan.

c. Parental / Unilateral, vyaitu sistem kekerabatan dengan
memperhitungkan / menghubungkan garis keturunan baik dari pihak
ibu maupun bapak. Contoh: Jawa, Sunda, Aceh dan Dayak.

Orang luar dapat saja masuk ke dalam badan persekutuan hukum sebagai
anggota, atau teman segolongan dengan cara:
1. Pada zaman dulu, dapat masuk dengan cara menjadi hamba /
budak.
2. Karena pertalian perkawinan.

3. Dengan jalan pengambilan anak, sehingga yang semula bukan famili
menjadi famili dan masuk sebagai anggota golongan tersebut.
Masuknya seseorang dalam suatu persekutuan terjadi dengan upacara

menurut kepercayaan adat.

G. Masyarakat Territorial Genealogis
Kesatuan masyarakat yg tetap & teratur dimana para anggotanya bukan
saja terikat pd tempat kediaman pd suatu daerah tertentu, ttp juga terikat
pd hubungan keturunan dim ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan.
Bentuk aslinya adalah “Marga” dengan “Dusun-dusun” di Sumatera
Selatan. “Marga” dengan “Tiyuh-tiyuh” dimana para anggota masyarakat



terikat pada suatu daerah (marga/kuria) dan terikat pula pada suatu Marga
keturunan.

Bentuk campuran adalah Masyarakat asli yg bercampur dg
masy.transmigran. Dg demikian di dalam suatu daerah territorial genealogis
berlaku dualisme / pluralisme hukum.

H. Masyarakat Adat-Keagamaan
Di antara berbagai kesatuan masyarakat tersebut di atas akan terdapat
kesatuan masyarakat adat yg khusus bersifat keagamaan di beberapa
daerah tertentu. Contoh:
- Di Aceh, terdapat masyarakat adat keagamaan yg Islami.
- Di Batak, terdapat masyarakat adat keagamaan yg didominasi Kristen
Protestan.
- Di Bali, sebagian besar adalah masyarakat adat keagamaan Hindu.



